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GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR J%TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR ACEH,

. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor

2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, perlu
menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1103);

. Undang-Undng Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ‘

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

8. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

16. Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 701);

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002
tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2002 Nomor 23 Seri D Nomor 17);

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun
2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12) segaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan dana
Bagil Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi
Khusus (Lembaran Aceh Darussalam Tahun 2018 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);

25. Qanun...
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25. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh {(Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor
21);

26. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh
(Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 10});

27. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Aceh Tahun
2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019,
Pasal 1

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

1. Pendapatan:

a. ANEEATAN ...vivviiiieniiiirniiicieineinaes Rp 15.692.775.230.941,00
b. Berlebih ..ococoiiviiiiiii Rp 60.025.670.711,15
Jumlah Realisasi Pendapatan ...... Rp 15.752.800.901.652,15
2. Belanja:
a. ANggaran .........ocevviiiniinin s Rp 17.328.154.517.122,00
b. Berkurang .......c.cocceviviiniiiiniineinenn, Rp 1.540.271.131.631,84
Jumlah Realisasi Belanja ............. Rp 15.787.883.385.490.16
Defisit.. i, Rp 35.082.483.838,01

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
1) Anggaran.........cccoeervieiniiiniiennnnn. Rp  2.954.457.964.942,00
2) Berlebih.......cooovviniiiiiini Rp 2.080.888.661,71
Jumlah Realisasi Penerimaan .. Rp  2.956.538.853.603,71
b. Pengeluaran

1) Anggaran.........cccceeveivininnnennnnnn, Rp 72.000.000.000,00
2) Berlebih...c.occovvviiiiiiiiiiininn Rp 3.314.463.702,32
Jumlah Realisasi Pengeluaran....... Rp 75.314.463.702,32
Pembiayaan Netto.....c....c... cveeenenen, Rp 2.881.224.389.901,39

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp  2.846.141.906.063,38
Pasal 2

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih

lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3...



Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 21 Desember 2020 M
6 Jumadil Awal 1442 H
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Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 21 Desember 2020 M
6 Jumadil 1442 H
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Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
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